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ABSTRAK :  

- Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 

yang telah diucapkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Agustus 2016, Pasal 

33 huruf g UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat lagi. Dan dalam pelaksanaan mekanisme pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang 

telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Pemilihan Kepala Desa kurang efektif sehingga perlu diubah. Oleh karena itu perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. 

 

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas Nomor 1 Tahun 2016. 

 

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 6 Seri E), diubah sebagai berikut : 1. 

Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 5, angka 6, angka 9, angka 13, angka 16, angka 17, angka 22, 

angka 23, angka 24 dan Pasal 31 diubah, di antara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) 

angka yaitu angka 4a, dan di antara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka yaitu 

angka 15a 

 

CATATAN  

- Peraturan daerah ini mulai berlaku setelah diundangkan. Yaitu pada tanggal, 19 Mei 2017. 


